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PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan bahwa :
Perlindungan hukum bagi pasien dibidang pelayanan medis secara perdata secara
praktik dilapangan belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh pasien
Perlindungan hukum bagi pasien dibidang pelayanan medis secara perdata
khususnya pemberian ganti rugi jarang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan para
tenaga medis selaku pelayan kesehatan masyarakat dikarenakan pihak rumah sakit
dan paratenaga kesehatan tidak ingin menganggung rugi
Peraturan perundang-undangan yang ada sudah memberikan jaminan bagi pasien
untuk mendapatkan hak ganti rugi. akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan tetapi dalam praktik dilapangan jarang dilakukan
Ketentuan-ketentuan yang-ada dalam peraturan._perundang-undangan mengenai
pemberian ganti rugi kepada pasien akibat kesalahan atau kelalaian belum dapat

dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan para tenaga kesehatan
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut maka penulis

memaparkan beberapa saran :

1

Sebaiknya ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
mengena perlindungan hukum bagi pasien sehingga hak-hak pasien tetap
terjamin

Sebaiknya para tenaga kesehatan menjaga dan melaksanakan profesinya
dengan baik sehingga pelayanan kesehatan bagi pasien atau masyarakat secara
luas dapat diterima dengan baik tanpa harus merugikan para pasien.

Sebaiknya pemerintah harus selau melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadasp pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaiknya disetigp Rumah Sakit ada suatu lembaga pengaduan untuk
mengaduan setiap tindakan pata tenaga kesehatan yang merugikan pihak

pasien.
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